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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu
bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan
dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu
dibentuk suatu badan tersendiri yang mampu
menjamin terselenggaranya kebijakan dan program
pemerintah di bidang ekonomi kreatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan
Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN EKONOMI
KREATIF.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.

(2) Badan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam
merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan
di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan
Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
ekonomi kreatif;

b. perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;

f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara,
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah
Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan
ekonomi kreatif.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
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a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Sekretariat Utama;

d. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;

e. Deputi Akses Permodalan;

f. Deputi Infrastruktur;

g. Deputi Pemasaran;

h. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan

i. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala

Pasal 6

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

(3) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keempat

Sekretariat Utama

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan
administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.
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Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

b. koordinasi, penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan
Ekonomi Kreatif;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan,
kearsipan, dan dokumentasi;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja
sama, dan hubungan kemasyarakatan;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kelima

Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan

Pasal 11

(1) Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan mempunyai tugas
merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan
dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program
riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;

b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan
program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
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c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi
dan pengembangan ekonomi kreatif;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi
kreatif;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan
ekonomi kreatif; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Keenam

Deputi Akses Permodalan

Pasal 14

(1) Deputi Akses Permodalan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.

(2) Deputi Akses Permodalan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan,
mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program terkait akses
permodalan ekonomi kreatif.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Deputi Akses Permodalan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program
terkait akses permodalan ekonomi kreatif;

b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan
program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;

c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses
permodalan ekonomi kreatif;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku kepentingan terkait akses permodalan ekonomi kreatif;

f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang
terkait di dalam dan luar negeri untuk akses permodalan ekonomi
kreatif; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.
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